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ABSTRAK 
 
YUSTICIA ZAHRANI. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi 
Pantai di Kota Makassar. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., 
M.H. dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui (1) realitas 
permasalahan yang muncul pada saat sebelum dan setelah diterbitkannya 
izin reklamasi pantai di Kota Makasar, dan (2) pengawasan pemerintah 
daerah terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar. 
Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan pada teknik penelitian 
lapangan dan wawancara, serta studi kepustakaan. Penelitian 
dilaksanakan di kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar 
dan pemerintah Kota Makassar. Untuk memperoleh hasil akhir yang 
diinginkan, data-data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data 
sekunder, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
dan pendekatan kuantitatif yang selanjutnya di deskripsikan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Kota Makassar belum 
memiliki peraturan walikota terkait izin pelaksanaan perizinan reklamasi 
pantai sehingga Pemerintah Kota Makassar harus mengacu pada 
Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 
tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
Namun dalam permasalahan terkait reklamasi. Namun realitas yang terjadi 
di Kota Makassar kegiatan reklamasi tetap dilaksanakan meski belum 
memenuhi persyaratan yang telah diatur olehh peraturan perundang-
undangan  (2) Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi harus dilakukan 
secara berkelanjutan. Pengawasan yang berkelanjutan sangat perlu 
dilakukan mengingat bahwa terkadang investor yang telah mengantongi 
izin pelaksanaan reklamasi yang diberikan oleh pemerintah melakukan 
pelanggaran-pelanggaran dari pada apa yang telah ditentukan dalam 
ketentuan perizinan tersebut. Misalnya, lokasi reklamasi yang berubah atau 
diperluas dari apa yang telah ditentukan bahkan telah melakukan kegiatan 
pelaksaan reklamasi tanpa memperoleh analisis dampak lingkungan dari 
instansi terkait. Tentunya apabila pemerintah dalam hal ini instansi-instansi 
terkait yang mengeluarkan perizinan reklamasi tersebut tidak melakukan 
pengawasan maka akan timbul dampak yang begitu besar akibat dari 
kegiatan tersebut baik dari sisi penataan ruang, lingkungan, ekonomi, dan 
masyarakat. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
YUSTICIA ZAHRANI. Law Review of Implementation Coastal Reclamation 
in Makassar. Supervised by Abrar Saleng and Kahar Lahae. This study 
aims to assess and determine (1) the reality of the problems that arise at 
the time before and after the issuance of license for coastal reclamation in 
the city of Makassar, and (2) supervision of local governments on the 
implementation of the reclamation in Makassar. 
This research is an empirical approach to the engineering field research and 
interviews, as well as the study of literature. Research conducted at the 
office of the Department of Spatial Planning and Building of Makassar and 
Makassar City Government. To obtain the desired end result, the data 
obtained, both the primary data and secondary data, and then analyzed 
using qualitative and quantitative approaches hereinafter described. 
The results showed that (1) the Government of Makassar mayor yet have 
regulations related permits implementation of the reclamation permit so that 
the Government of Makassar should refer to the Minister for Fisheries 
Regulation No.17/PERMEN-KP/2013 concerning Licensing Reclamation 
Coastal and island- Small island. However, the problems related to 
reclamation. But the reality of what happened in the city of Makassar 
reclamation activities remain to be implemented, although not yet meet the 
requirements that have been set olehh legislation (2) Supervision of the 
reclamation activities must be sustainable. Continuous supervision is 
necessary to remember that sometimes investors who have a permit 
reclamation given by the government commit offenses than what has been 
specified in the licensing provisions. For example, the location was changed 
or expanded reclamation of what had been determined even have done the 
implementation of reclamation activities without obtaining an environmental 
impact assessment of the relevant agencies. Of course, if the government 
in this case the relevant agencies that issue permits reclamation work was 
not doing supervision will arise such a huge impact as a result of these 
activities both in terms of spatial planning, environment, economy, and 
society. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kebutuhan akan lahan atau tanah tidak bisa dielakkan lagi 
keberadaannya karena tanah merupakan kebutuhan utama dalam 
pelaksanaan pembangunan, karena itu sebelum pelaksanaan suatu 
pembangunan harus ada terlebih dahulu tersedianya komponen yang 
paling prinsip yang dinamakan tanah atau lahan. Tanpa adanya 
komponen yang utama ini, maka pembangunan tidak akan bisa 
diwujudkan1.Tanah yang ada di perkotaan lebih dititikberatkan pada 
penggunaannya untuk keperluan mendirikan bangunan daripada untuk 
keperluan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Bangunan 
tersebut dapat berupa perumahan, toko, rumah toko (ruko), rumah 
kantor(rukan),rumah sakit, hotel, pabrik, gudang, gedung olahraga, 
gedung perkantoran, pasar/plaza/mall, terminal, pelabuhan, dll. 
Pada era globalisasi ini kebutuhan atau permintaan terhadap area 
lahan semakin bertambah, di mana semakin bertambahnya penduduk 
merupakan salah satu faktor pemicu semakin banyaknya lahan yang 
diperlukan, baik untuk keperluan tempat tinggal maupun untuk keperluan 
tempat kegiatan usaha. Permintaan kebutuhan akan lahan tidak seimbang 
                                                          
1 Sri Hajati, 2016, Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 
in 1 in the Land Acquisition, Surabaya, hlm.1 
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dengan area lahan atau tanah yang tersedia, sehingga persediaan lahan 
atau tanah semakin sempit dan bahkan semakin berkurang.  
Semakin banyaknya permintaan area lahan atau tanah tersebut 
mendorong Negara melalui Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan 
atas tanah dengan alternatif yakni pemekaran vertikal dengan 
membangun gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah 
susun2.Dengan pembangunan gedung bertingkat, penggunaan tanah 
akan lebih optimal, efektif, dan efisien. Selain dengan pembangunan 
gedung bertingkat, upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan akan tanah adalah dengan mengubah wilayah pantai menjadi 
daratan baru yang dikenal dengan kegiatan reklamasi pantai.  
Pengembangan kawasan baru dengan mereklamasi pantai dan 
lepas pantai atau offshore gencar dilakukan di sejumlah kota besar di 
Indonesia yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya yang begitu 
meningkat pesat, tak terkecuali di Makassar dengan reklamasi pesisir 
barat. Reklamasi merupakan pekerjaan atau usaha dalam pemanfaatan 
suatu kawasan atau lahan yang tidak berguna dan berair untuk dijadikan 
lahan yang berguna dengan cara dikeringkan atau ditimbun. Tempat yang 
biasa menjadi kawasan reklamasi adalah pantai, lepas pantai, danau, 
rawa-rawa, ataupun sungai. 
                                                          
2Ruchyat Deni Djakapermana, Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan, hlm. 
2 
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Dalam hukum positif Indonesia pengaturan mengenai reklamasi 
dapat dilihat dalam Undang-Undang no.27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 butir 3 
memberikan definisi bahwa Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan 
ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara 
pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Dalam pasal 34 UU RI 
No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir menjelaskan 
bahwa hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang 
diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun 
demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan 
beberapa hal: (a) keberlanjutan antara kepentingan pemanfaatan dan 
penghidupan masyarakat. (b) keseimbangan antara pemanfaatan dan 
kepentingan pelestarian lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Serta, 
(c) persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan 
materil3. 
Pemekaran kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga 
alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan berkaitan 
dengan peningkatan jumlah penduduk akibat dari pertambahan penduduk 
alami maupun migrasi dan kesejahteraan penduduk yang miskin 
mendorong mereka yang semula tinggal di tengah kota memilih ke daerah 
pinggiran atau tempat baru untuk dapat memulai usaha demi 
                                                          
3 Pasal 34 butir 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil. 
4 
 
meningkatkan kesejahteraannya serta penyebaran keramaian kota, 
semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru 
untuk menampung semua kegiatan yang mana tidak bisa difasilitasi dalam 
kota. Kegiatan reklamasisebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan 
lahan murah, tetapi juga untuk lebih meningkatkan fungsi 
sekaligusmemperbaiki keadaan yang tidak diinginkan. Misalnya suatu 
daerah telahlebih sering banjir karena pasang laut atau air hujan menjadi 
tidak banjir.4 
Pada dasarnya, reklamasi pantai dilakukan sebagai upaya untuk 
memperluas wilayah daratan dengan berbagai tujuan yang sah dan telah 
dipraktekkan secara luas di seluruh dunia. Upaya manusia 
mempertimbangkan akan terbatasnya daratan sebagai tempat aktifitas 
utama manusia, kebutuhan dan juga manfaat reklamasi dapat dilihat dari 
aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan ekonomi Tata ruang 
suatu wilayah tertentu kadang membutuhkan untuk di reklamasi agar 
dapat berdaya dan berhasil guna. Kegiatan reklamasi pantai sangat 
memungkinan timbulnya dampak yang diakibatkan. Adapun untuk menilai 
dampak tersebut bisa dibedakan dari tahapan yang dilaksanakan dalam 
proses reklamasi, yaitu: Pertama, Tahap Pra Konstruksi, antara lain 
meliputi kegiatan survei teknis dan lingkungan, pemetaan dan pembuatan 
pra rencana, perizinan, pembuatan rencana detail atau teknis. Kedua 
Tahap Konstruksi, kegiatan mobilisasi tenaga kerja, pengambilan material 
                                                          
4 Moch. Choirul Huda, 2013,Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan 
Lingkungan Hidup, Surabaya,hlm. 126 
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urug, transportasi material urug, proses pengurugan. Ketiga, Tahap Pasca 
Konstruksi, yaitu kegiatan demobilisasi peralatan juga tenaga kerja, 
pematangan lahan, juga pemeliharaan lahan.5 
Melihat ruang lingkup tahapan tersebut, maka wilayah yang 
kemungkinan terkena  dampak  adalah  pertama, wilayah pantai yang 
semula merupakan ruang publik bagi masyarakat itu akan hilang atau 
berkurang karena akan dimanfaatkan kegiatan privat. Dari sisi lingkungan 
banyak biota laut yang mati baik flora maupun fauna karena timbunan 
tanah urugan sehingga mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. 
Kedua, sistem hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan 
berubah dari alaminya. Berubahnya alur   air   akan   mengakibatkan   
daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak 
sehingga kemungkinan akan terjadinya  abrasi,  tergerus  atau  
mengakibatkan terjadinya  banjir. Ketiga, aspek sosialnya, kegiatan 
masyarakat di wilayah pantai sebagian besar adalah sebagai petani 
tambak, nelayan ataupun buruh.  
Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain terjadinya 
peningkatan kualitas  dan  nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi 
lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, 
perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan,  
penyerapan  tenaga  kerja  dan  lain-lain.  Sedangkan dampak negatif 
dari proses reklamasi pada meliputi dampak fisik seperti halnya 
                                                          
5Ibid. hlm. 127 
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peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir 
dan genangan di wilayah pesisir, rusaknya habitat laut dan ekosistemnya. 
Selain itu, reklamasi juga akan berdampak pada perubahan sosial 
ekonomi seperti kesulitan akses publik ke pantai. Berkurangnya mata 
pencaharian.6 Tentunya reklamasi merupakan salah satu alternatif 
penyelesaian masalah kepadatan perkotaan yang dari hari kehari 
mengalami perkembangan yang begitu pesat. Meskipun pada dasarny 
areklamasi bukanlah satu-satunya alternatif penyelesaian masalah 
kepadatan perkotaan yang utama karena mengingat dampak dari hasil 
reklamasi yang harus dipikirkan dengan seksama secara terstruktur dan 
sistematis. Perencanaan yang matang dan analisis mengenai dampak 
lingkungan yang tepat merupakan kunci utama pelaksanaan reklamasi. 
Beberapa aturan yang mengatur mengenai pengelolaan kawasan 
perkotaan yang baik terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan 
Perkotaan, lebih khusus aturan mengenai reklamasi pantai yaitu terdapat 
pada Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Peraturan 
Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil, juga terdapat pada Peraturan Menteri Nomor 
                                                          
6Ibid. hlm.127 
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17/permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil. 
Izin pelaksanaan reklamasi pantai harus berdasarkan pada aturan 
aturan tersebut di atas. Namun pada kenyataannya banyak investor atau 
para pengusaha yang melakukan reklamasi tidak berdasar pada 
ketentuan tersebut atau dengan kata lain melakukan reklamasi secara 
illegal. Namun ada juga yang telah mendapatkan izin pelaksanaan 
reklamasi dan pemerintah daerah setempat tetapi dalam tahap 
pembangunannya tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan atau 
tidak sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pemerintah 
daerah setempat. Salah satu contoh dampak yang dapat dilihat secara 
nyata akibat reklamasi yang terjadi di Kota Makassar yaitu menyusutnya 
pulau Lae-Lae. Pulau Lae-Lae yang terletak di kepulauan Makassar 
semakin tergerus oleh abrasi yang diduga kuat akibat reklamasi pantai 
akibatnya luasan pulau berpenduduk 2.000 jiwa itu terus berkurang.7 
Pembangunan reklamasi tak ubahnya adalah dua sisi yang 
berbeda. Di satu sisi memiliki keuntungan yang sangat besar sebagai 
daerah pemekaran kawasan dari lahan yang semula tidak berguna 
menjadi daerah yang bernilai ekonomi tinggi. Dan disisi lain, jika tidak 
                                                          
7http://daerah.sindonews.com/read/2013/25/731820/dampak-pulau-lae-lae-menyusut. Diakses 
pada 16 November 23:12 WITA. 
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diperhitungkan dengan matang berdampak terhadap lingkungan yang 
mempengaruhi kondisi alam ke arah yang semakin memburuk.8 
Dengan maraknya aktivitas reklamasi yang lebih banyak mengarah 
ke arah bisnis di bidang properti dan menjadi ajang untuk berinvestasi 
maupun membeli produk yang berdiri dan menjadi hasil dari lahan 
reklamasi tersebut. Lantas bagaimana hukum memandang aktivitas 
reklamasi itu sendiri. Apakah aturan aturan yang mengatur mengenai 
reklamasi berbanding lurus dengan pelaksanaannya, atau dengan kata 
lain tercapaikah tujuan awal pemerintah terhadap dampak dampak positif 
atas pelaksanaan reklamasi pantai. 
Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, Penulis 
kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Tinjauan Hukum 
Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Kota Makassar”. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8  Olivianty Rellua, 2013, Proses Perizinan dan Dampak LingkunganTerhadap Reklamasi Pantai, 
Hlm. 159. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalahnya adalah: 
1. Bagaimana realitas permasalahan yang muncul pada saat sebelum 
dan setelah diterbitkannya izin reklamasi pantai di Kota Makasar? 
2. Bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan 
reklamasi pantai di Kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana realitas permasalahan yang muncul 
pada saat sebelum dan setelah diterbitkannya izin reklamasi pantai 
di Kota Makasar. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah 
terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar  
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Segi Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat menambah literatur di bidang hukum 
perdata, khususnya hukum pertanahan, baik dalam kalangan 
civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
instansi pemerintah, serta masyarakat umum. 
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2. Segi Praktis 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah 
khususnya Pemerintah Kabupaten/kota dan sebagai perbandingan 
guna menambah wawasan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota juga 
masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Reklamasi Pantai 
1. Pengertian Reklamasi  
Terkait dengan perluasan lahan atau tanah untuk tempat 
tinggal atau tempat usaha, objek sebagai tempat genangan air 
(seperti rawa-rawa, danau, bendungan, waduk bahkan laut pun) 
dapat dijadikan atau dialih fungsikan sebagai daratan guna 
menambah perluasan areal lahan/tanah, baik untuk pertanian 
maupun non pertanian (seperti pembangunan rumah tinggal, 
gedung apartemen, dan lainnya). Cara mengubah lahan seperti itu, 
salah satunya melalui pengerukan atau cara lain yang serupa, yang 
kemudian dikenal dengan istilah reklamasi. 
Istilah reklamasi merupakan turunan dari istilah Inggris 
reclamation yang berasal dari kata kerja reclaim yang berarti 
mengambil kembali, dengan penekanan pada kata “kembali” 
berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, to reclaim yang 
artinya memperbaiki sesuatu yang rusak.9 
Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 
Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti  reclaim sebagai 
                                                          
9Hasni, 2010. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Jakarta, hlm. 351. 
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menjadikan tanah (from the sea). Masih dalam kamus yang sama, 
arti kata reclamation diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh 
tanah. Di dalam teknik pembangunan istilah reclaim juga 
dipergunakan di dalam misalkan me-reclaim bahan dari bekas 
bangunan atau puing-puing, seperti batu dan kerikil dari bekas 
rekonstruksi jalan, atau kerikil dari puing beton untuk dapat 
digunakan lagi.10 
Menurut Sudharto P Hadi, juga mengemukakan bahwa 
reklamasi adalah upaya memperbaiki daerah yang tidak terpakai 
atau tidak berguna menjadi daerah yang dimafaatkan untuk suatu 
keperluan.11 
Begitu banyak definisi mengenai reklamasi, berikut beberapa 
sumber yang mendefinisikan arti dari kata reklamasi: 
1. Menurut Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir (2005), reklamasi 
adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang  dalam rangka 
meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut 
lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, 
pengeringan lahan atau drainase. 
2. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2011 
menyebutkan bahwa reklamasi adalah pekerjaan timbunan di 
                                                          
10 A.R. Soehoed. 2004. Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit. 
Djambatan. Jakarta. Hlm 1. 
11Sudharto P Hadi, Reklamasi Marina, Mengapa Diributkan, 
http://www.suaramerdeka.com/harian/049104/kot.03.htm diakses pada tgl 28 September. 
20:00 WITA 
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perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai atau kontur 
kedalaman perairan. 
3. Berdasarkan Pedoman Pengembangan Reklamasi Pantai dan 
Perencanaan Bangunan Pengamanannya (2014), reklamasi pantai 
adalah meningkatkan sumber daya lahan dari yang kurang 
bermanfaat menjadi lebih bermanfaat ditinjau dari sudut 
lingkungan, kebutuhan masyarakat dan nilai ekonomis. 
4. Menurut Perencanaan Kota (2013), reklamasi sendiri mempunyai 
pengertian yaitu usaha pengembangan daerah yang tidak atau 
kurang produktif (seperti rawa, baik rawa pasang surut maupun 
rawa pasang surut gambut maupun pantai) menjadi daerah 
produktif (perkebunan, pertanian, pemukiman, perluasan 
pelabuhan) dengan jalan menurunkan muka air genangan dengan 
membuat kanal-kanal membuat tanggul/polder dan memompa air 
keluar maupun dengan pengurugan. 
Menurut  Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No. 27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 
reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka  
meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut 
lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, 
pengeringan lahan atau drainase.12 
                                                          
12Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 
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Reklamasi memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif 
tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna 
dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah 
rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, 
ataupun di danau. Dalam hubungannya dengan lahan atau tanah, 
reklamasi dimaknai sebagai suatu kegiatan mengambil atau 
memanfaatkan lahan atau area yang tidak dapat digunakan, 
kemudian dilakukan rekayasa, sehingga kemudian lahan atau area 
tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia. Lahan yang dapat 
dijadikan sebagai tempat untuk melakukan reklamasi adalah 
kawasan pantai, lepas pantai atau offshore, danau, rawa-rawa 
ataupun sungai yang begitu lebar. 
Kota-kota pantai di Indonesia asal mulanya juga terbentuk 
dari tepian air. Dari wilayah ini inovasi-inovasi sosial, ekonomi, 
budaya tumbuh dan berkembang dalam bentuk kegiatan 
masyarakat, berpolitik, berdagang, berbudaya, dan akhirnya dapat 
terbentuk pemerintahan. Dalam perkembangan dan 
pertumbuhannya daerah pantai cenderung menjadi ibu kota, kota 
indsutri, kota pelabuhan, kota pariwisata dan untuk pengembangan 
olahraga air, bahkan daerah pantai dapat menjadi lebih 
berkembang dibanding daerah-daerah di perkotaan. 
Kawasan pesisir dan tepian pantai merupakan daerah yang 
dapat menyimpan potensi ekonomi, baik tepian pantai yang berada 
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di perkotaan, maupun tepian-tepian pantai yang berada di 
pedesaan. Pemanfaatan pantai di daerah pedesaan pada 
umumnya dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata dengan 
memanfaatkan pemandangan yang alami. Sedangkan pantai yang 
terletak di daerah perkotaan selain dapat menjadi daerah 
kunjungan wisata, juga dapat menjadi tempat berdirinya bangunan 
untuk kegiatan lain setelah mengalami pengembangan melalui 
reklamasi pantai.  
Sementara itu menurut Clark mengemukakan bahwa13 : 
“Reklamasi pantai sebagai menimbun kawasan pantai baik daerah 
pasang surut maupun rawa-rawa dengan material tertentu untuk 
menaikkan elevasi tanah agar diperoleh lahan kering serta 
melindungi agar tidak tergenang air.” 
 Mengacu pada dua definisi di atas memberikan pemahaman 
yang cukup jelas tentang reklamasi sebagai suatu kegiatan 
penimbunan dengan memasukkan sejumlah material terhadap 
areal pantai, sungai, danau, rawa-rawa serta daerah-daerah rendah 
yang secara terus-menerus tergenang air dengan tujuan untuk 
mendapatkan lahan kering yang diatasnya dapat didirikan 
bangunan. 
                                                          
13Johan Hendrik Lumain, 2003. Dampak Reklamasi Pantai Terhadap Perubahan Sosial, 
Ekonomi dan Sosial Budaya Penduduk di Kota Manado, Tesis PPP Unhas, Makassar, 
Hlm. 17 
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Kegiatan reklamasi pantai dapat dilakukan dengan memperhatikan 
ketentuan berikut14 : 
a. Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang 
telah ada di sisi daratan; 
b. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup 
padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk 
mengakomodasikan kebutuhan yang ada; 
c. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari 
kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka 
margasatwa; 
d. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan 
batas wilayah dengan daerah/negara lain. 
Jaringan dan sistem infrastruktur/prasarana sarana dasar (PSD) 
dirancang mengikuti pola struktur ruang kawasan reklamasi. 
Rencana  Induk Sistem (RIS) kawasan reklamasi pantai tersebut 
harus terintegrasi dengan sistem kota15 : 
a. Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan transportasi, Prasarana 
dan sarana jalan dan transportasi meliputi jaringan jalan dan 
jembatan, terminal, dan pelabuhan/dermaga yang dibutuhkan untuk 
menunjang aktivitas kawasan termasuk dalam perencaan tersebut 
tersebut adalah penyediaan sarana angkutan umum untuk 
                                                          
14www.penataanruang.net/taru/nspm/27/isi.pdf-perencanaan tata ruang wilayah 
Makassar, hlm. 4 (diakses pada 18 Oktober 2016 20:00 WITA) 
15Ibid, hlm. 9. 
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penumpang dan barang. Cara pengaturan jalan dan transportasi 
yang harus diperhatikan: 
1. Kebutuhan transportasi dan pola pergerakan lalu lintas; 
2. Jenis moda dan intensitas yang diperlukan; 
3. Tingkat pelayanan dan fasilitas pelengkap yang dibutuhkan. 
b. Penyediaan sistem drainase kawasan meliputi: saluran air hujan, 
saluran kolektor, bangunan pengendali banjir, polder, dan stasiun 
pompa; 
c. Penyediaan jaringan prasarana pengairan (jaringan air bersih, 
pemadam kebakaran, air kotor dan air baku untuk keperluan 
kawasan); 
d. Penyediaan jaringan prasarana energi untuk menunjang kebutuhan 
tenaga listrik kawasan; 
e. Penyediaan jaringan prasarana telekomunikasi untuk  
meningkatkan kemudahan aktivitas kawasan; 
f. Penyediaan jaringan persampahan. 
2.  Beberapa aturan mengenai Reklamasi Pantai 
a. Peraturan Presiden No.122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. 
Peraturan ini memuat ketentuan yang dibuat sebagai dasar 
pelaksanaan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil. 
Peraturan ini dimulai dengan ketentuan umum mengenai definisi 
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reklamasi beserta hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 
reklamasi, subjek-subjek penting terkait pelaksanaan reklamasi, 
serta ruang lingkup pelaksanaannya. 
Pada bab selanjutnya dibahas mengenai perencanaan 
reklamasi yang meliputi rencana zonasi wilayah, studi kelayakan, 
aspek teknis, aspek lingkungan hidup, aspek sosial ekonomi, serta 
rancangan detail reklamasi. Pada bab III memuat ketentuan 
perizinan reklamasi. Pada bab IV diatur mengenai pelaksanaan 
reklamasi. Serta pada bab V diatur mengenai monitoring dan 
evaluasi reklamasi. 
b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17  tahun 2013 
tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil. 
Pada peraturan ini dimulai dengan ketentuan umum 
mengenai definisi reklamasi beserta hal lainnya yang berkaitan 
dengan pelaksanaan reklamasi, subjek-subjek penting terkait 
pelaksanaan reklamasi. Pada bab II dibahas mengenai jenis 
perizinan reklamasi, termasuk di dalamnya mengenai pengambilan 
sumber material reklamasi. Pada bab III dibahas mengenai 
kewenangan dan tanggung jawab menteri, gubernur, 
bupati/walikota terkait reklamasi,  permohonan reklamasi terkait 
cakupan lokasi pelaksanaan reklamasi. Selanjutnya pada bab IV 
mencakup persyaratan dan tata cara penerbitan reklamasi. Pada 
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bab V terkait perubahan, perpanjangan, dan penggantian izin lokasi 
dan izin pelaksanaan reklamasi, Bab VI mengenai pelaksanaan 
reklamasi terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan 
masyarakat, Bab VII terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan, 
dan Bab VIII terkait pengawasan.  
c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
No. 17  tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil. 
Pada peraturan ini memuat pengaturan perubahan beberapa 
pasal dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17  tahun 
2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, yang mencakup: pasal 6, pasal 8 ayat (3), pasal 11, 
pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 15 ayat (2), serta pasal 33 
ayat(5).  
 
 B. Tujuan dan Manfaat Reklamasi 
Tujuan dari adanya reklamasi menurut Modul Terapan 
Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai16: 
yaitu untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum 
termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan 
                                                          
16https://www.slideshare.net/infosanitasi/pedoman-perencanaan-tata-ruang-kawasan-
reklamasi-pantai-10462360 (2007) diakses pada tgl 20 Oktober 2016, 16:00 WITA 
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bermanfaat. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan 
untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, 
pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, 
reservoir air tawar di pinggir jalan, kawasan pengelolaan limbah 
dan lingkungan terpadu, dan sebagai  tanggul perlindungan daratan 
lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan 
wisata terpadu. 
 Menurut Perencanaan Kota (2013), tujuan dari reklamasi 
pantai merupakan salah satu langkah pengembangan kota. 
Reklamasi diamalkan oleh negara atau kota-kota besar yang laju 
pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat 
tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan 
daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran 
kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga 
diperlukan daratan baru. 
 Tujuan dilakukannya Reklamasi dengan menekankan kaitan 
antara reklamasi pantai dengan kepentingan sosial, yakni:17 
1. Menyediakan lahan baru untuk membuka lapangan pekerjaan dan 
lapangan usaha baru; 
2. Merekayasa kawasan pantai untuk pemanfaatan yang lebih baik; 
3. Perbaikan lingkungan pantai; 
4. Menyediakan kawasan pantai yang dapat digunakan untuk umum; 
                                                          
17 Sidarta, M, 1998, Reklamasi? Tidak Reklamasi? Prosiding Konperensi Nasional I Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir Dan Lautan Indonesia. PKSPLIPB-CRC-University of Rhode Island, hlm. 174.  
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5. Menyediakan perumahan bagi seluruh lapisan pendapatan. 
Lebih lanjut, tujuan Reklamasi pantai yang lebih mengacu 
pada kepentingan perbaikan ekonomi, Suhud yakni :18 
1. Diperolehnya lahan baru yang dapat mengurangi tekanan atas 
kebutuhan lahan dibidang kota yang sudah padat. 
2. Kemungkinan menghidupkan kembali transportasi air sehingga 
beban transportasi dapat berkurang. 
3. Membuka peluang pembangunan nilai tinggi. 
4. Meningkatkan pariwisata bahari. 
5. Meningkatkan pendapatan pemerintah. 
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat disekitar kawasan 
pantai maupun ekonomi perkotaan, dan 
7. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. 
Dari uraian tentang tujuan dilakukannya Reklamasi seperti 
tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Reklamasi pantai 
dapat saja dilakukan sepanjang akan memberi manfaat kepada 
semua pihak. Reklamasi pantai dapat dilakukan apabila lahan 
daratan yang tersedia sudah tersedia ditengah tuntutan masyarakat 
akan tambahan lahan untuk kepentingan umum.19 
                                                          
18 Suhud, A, R, 1998. Penanggulangan Reklamasi Yang Telah Berjalan. Prosiding Konperensi 
Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. PKSPLIPB-CRC-University of 
Rhode Island, hlm.25 
19 Reunika Hasyar, 2007. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai oleh PT. 
INDOGANESHA Di Kota Makassar. (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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 Menurut Max Waigu (2011), tujuan dari kegiatan reklamasi 
ditinjau dari aspek fisik dan lingkungan adalah: 
1. Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang 
laut. 
2. Untuk memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai untuk  
mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai 
bentengperlindungan garis pantai. 
Adapun kebutuhan dan manfaat reklamasi dapat dilihat dari 
aspek tata guna lahan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari aspek 
tata ruang, suatu wilayah tentu perlu direklamasi agar dapat 
berdaya dan memiliki hasil guna. Untuk pantai yang diorientasikan 
bagi pelabuhan, industri, wisata atau pemukiman yang perairan 
pantainya dangkal wajib untuk direklamasi agar bisa dimanfaatkan. 
Namun tak lupa memperhatikan analisis dampak lingkungannya. 
Reklamasi-reklamasi ini umumnya menyangkut wilayah laut, 
baik laut dalam atau laut dangkal atau untuk perluasan kota. 
Adapula reklamasi dari daerah rawa-rawa untuk keperluan 
pembangunan proyek industri seperti antara lain untuk pusat 
pembangkit tenaga listrik dan untuk pabrik pelebur aluminium dan 
wilayah pantai yang umumnya datar, berbatasan dengan laut, 
banyak sungai, air tanah yang relatif dangkal, serta terkadang 
mengandung mineral ekonomis, berpandangan indah dan 
mempunyai terumbu karang tentu sangat menarik dan dapat 
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mendukung berbagai pembangunan. Kota-kota, pelabuhan, 
pertanian dan perikanan, wisata bahari, kawasan industri, bahkan 
kadang-kadang penambangan mineral dan bahan bangunan dapat 
berkembang di wilayah pantai. Banyak kota besar, kota pelabuhan, 
kota perdagangan, dan ibu kota negara atau ibu kota daerah 
berada di sana. 
Kawasan pantai umumnya merupakan wilayah yang 
merupakan koridor pembangunan yang diminati. Hal tersebut 
disebabkan karena wilayah tersebut mengandung banyak hal yang 
memberi kemudahan dan memberi daya dukunh untuk 
pembangunan. Selanjutnya, atas berbagai pertimbangan ekonomi, 
pertahanan, perdagangan, administrasi pemerintahan, dan lain-lain, 
wilayah pantai dapat berkembang menjadi kota pelabuhan, ibu kota 
daerah/negara, kawasan permukiman, kawasan industri. Pusat 
listrik tenaga uap (PLTU), kawasan nelayan, pertanian, olah raga 
air, bahari, dan kawasan pariwisata. 
Menurut Heryanto mengemukakan definisi pantai sebagai 
kawasan yang terletak disepanjang pesisir tepi laut dan berbatasan 
langsung dengan laut.20 Pantai adalah sebuah bentuk geografis 
yang terdiri dari pasir, dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah 
pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Panjang 
                                                          
20B. Heryanto 2003. Paradigma Neo-Urbanisasi Dalam Manajemen Tata Ruang Wilayah 
Teplon Air, Makalah Diskusi Panel Manajemen Kota Pantai Berkelanjutan di Unhas, Hal 
18. 
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garis pantai ini diukur mengeliling seluruh pantai yang merupakan 
daerah teritorial suatu negara. Pengertian pantai lainnya adalah 
tempat daratan bertemu lautan, yang dihancurkan dan dibangun 
oleh gerakan gelombang secara terus-menerus. Dapat juga 
dikatakan bahwa pantai adalah perbatasan darat dan laut yang 
terus-menerus dihantam oleh angin dan ombak. 
 
C. Keuntungan dan Kerugian Pelaksanaan Reklamasi 
 Keuntungan pelaksanaan reklamasi adalah dapat 
membantu negara/kota dalam rangka penyediaan lahan untuk 
berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, 
pengembangan wisata bahari, dll21. Sedangkan bentuk kerugian 
yang dapat terjadi akibat kegiatan reklamasi yakni dapat 
mengganggu keseimbangan ekosistem, perlu diingat bahwa 
reklamasi  merupakan bentuk campur tangan (intervensi) manusia 
terhadap keseimbangan lingkungan alamiah yang selalu dalam 
keadaan seimbang dinamis. Perubahan ini akan melahirkan 
perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan 
sedimentasi pantai. Hal tersebut berpotensi meningkatkan bahaya 
banjir, dan berpotensi gangguan lingkungan di daerah lain (seperti 
                                                          
21 Modul Terapan Perncanaan Tata Ruang Wilayah Reklamasi Pantai, hlm. 11. 
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pengeprasan bukit atau pengeprasan pulau untuk material 
timbunan).22 
Untuk mereduksi dampak semacam itu, diperlukan kajian 
mendalam terhadap proyek reklamasi dengan melibatkan banyak 
pihak dan interdisiplin ilmu serta didukung dengan upaya teknologi. 
Kajian cermat dan komprehensif diharapkan menghasilkan area 
reklamasi dengan dampak yang seminimal mungkin terhadap 
lingkungan di sekitarnya. Sementara itu karena lahan reklamasi 
berada di daerah perairan, maka prediksi dan simulasi perubahan 
hidrodinamika saat pra, dalam masa pelaksanaan proyek dan 
pasca reklamasi serta sistem drainasenya juga harus 
diperhitungkan. Karena perubahan hidrodinamika dan buruknya 
sistem drainase ini yang biasanya berdampak negatif langsung 
terhadap lingkungan.23  
 
 
 
 
 
 
                                                          
22 Ibid 
23Ibid 
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D. Perizinan 
1. Tinjauan Umum Perizinan 
a. Pengertian Perizinan 
Agak sulit memberikan defenisi izin. Hal ini dikemukakan 
oleh Sajchran Basah.24  Pendapat yang dikatakan Sajchran Basah 
agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti 
dikemukakan van der Pot, Het is uiterst moelijk voor begrip 
vergunning een definitie te vinden (sangat sukar membuat defenisi 
untuk menyatakan penegrtian izin itu).25 Hal ini disebabkan oleh 
antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, 
masingmasing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang 
didefenisikannya. Sukar memberikan defenisi bukan berarti tidak 
terdapat defenisi, bahkan ditemukan sejumlah defenisi yang 
beragam.26 Menurut Utrecht, bilamana pembuat peraturan tidak 
umumnya melarang suatu perrbuatan, tetapi masih juga 
memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan 
untuk masing-masing hal konkret,maka perbuatan administrasi 
negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu 
                                                          
24Sajchran Basah, 1995, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, 
Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, 
Surabaya, hlm. 1-2., dikutip dari Adrian Sutedi, 2010. Hukum Perizinan dalam Sektor 
Pelayanan Publik, Jakarta, hlm. 167. 
25 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar 1957, Jakarta, hlm. 187. 
26Ibid, Hlm. 186 
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izin. (vergunning).27 Menurut Sjachran Basah, izin adalah  
perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang 
mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan 
persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan.28 Selanjutnya Utrecht mengatakan 
bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu 
perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja 
diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, 
keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan 
tersebut bersifat suatu izin (vergunning).29 
Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti 
suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan 
perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan 
atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.30 
Menurut ahli hukum belanda N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten 
Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasaan 
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk 
                                                          
27 Adrain Sutedi, 2010. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta, hlm. 
167. 
28Ibid, Hlm. 170 
29Ibid 
30Ibid 
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dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan 
perundangan (izin dalam arti sempit).31 
b. Fungsi dan Tujuan 
Izin merupakan perangkat hukum yang digunakan 
pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan 
teratur.32 Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung 
tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan 
perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini 
berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat 
adil dan makmur itu terwujud.Ini berarti persyaratan-persyaratan, 
yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam 
memfungsikan izin itu sendiri.33 
Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada 
kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret 
menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara 
umum dapat disebutkan sebagai berikut;34 
a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-
aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).  
b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).  
                                                          
31 N.m.Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, disunting  Helmi, 2010. Hukum Perizinan 
Lingkungan Hidup, Jakarta, hlm. 77 
32Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. Hukum Administrasi Negara dan 
Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung, hlm. 92 
33Ibid, Hlm 217 
34Ibid, Hlm 218 
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c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin 
membongkar pada monument-monumen). 
d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni 
di daerah padat penduduk)  
e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang 
dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet”, 
di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu). 
2. Perizinan Reklamasi 
Sebelum memulai proses reklamasi, hal penting lainnya 
adalah perizinan dan undang-undang yang mengatur reklamasi 
pantai. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Indonesia No. 17 bab 2 ayat 2: pemerintah, pemerintah daerah, 
dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin lokasi dan izin 
pelaksanaan reklamasi.35 
a. Izin Lokasi Reklamasi 
Izin lokasi terdiri atas izin lokasi reklamasi dan izin lokasi 
sumber material reklamasi.36Persyaratan dan tata cara penerbitan 
izin yang memuat mengenai izin lokasi reklamasi tertera pada Bab 
IV pasal 11, pasal 12, dan pasal 13  Peraturan Menteri Kelautan 
                                                          
35 Http://Ruangreklamasi.com diakses pada 19 November 2016 pukul 4:44 WITA  
36 Pasal 2 butir (2) Permen Kelautan dan Perikanan RI no. 17/permen-KP/2013. 
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dan Perikanan RI no. 17/permen-KP/2013. Pada pasal 12 
disyaratkan proposal reklamasi harus  memuat:  
(a) latar belakang.  
(b) tujuan reklamasi.  
(c) pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, 
aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi.  
(d) rencana pengambilan sumber material reklamasi sekurang-
kurangnya memuat metode pengambilan dan pengangkutan 
material, volume, dan jenis material.  
(e) rencana pemanfaatan lahan reklamasi.  
(f) gambaran umum pelaksanaan reklamasi, dan  
(g) jadawal rencana pelaksanaan kerja.  
Menurut Peraturan Presiden No 122 tahun 2012 tentang 
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan setiap orang bisa melaksanakan 
reklamasi namun sebelumnya mereka wajib membuat perencanaan 
reklamasi yang meliputi : 
1. Penentuan lokasi 
2. Penyusunan rencana induk 
3. Studi kelayakan; dan 
4. Penyusunan rancangan detail 
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Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material 
reklamasi wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek 
lingkungan hidup, dan aspek ekonomi.37 Penentuan lokasi 
reklamasi, menurut pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 122 
tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil harus dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi, Kabupaten/Kota 
dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi 
Kabupaten/Kota. Adapun mengenai penyusunan rencana induk, 
paling sedikit harus memuat:38  
(a) Rencana peruntukan lahan reklamasi,  
(b) Kebutuhan  fasilitas terkait dengan peruntukan reklamasi,  
(c) Tahapan pembangunan,  
(d) Rencana pengembangan, dan  
(f) Jangka waktu pelaksanaan reklamasi. 
Sedangkan studi kelayakan yang harus dilakukan meliputi:39 
(a) teknis (kelayakan hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, 
topografi, geomorfologi, dan geoteknik). (b) ekonomi finansial (rasio 
manfaat dan biaya, nilai bersih perolehan sekarang, tingkat bunga 
pengembalian, dan jangka waktu pengembalian investasi); dan (c) 
                                                          
37 Pasal 4 butir (3) Perpres No. 122 tahun 202 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil. 
38 Pasal 12 Perpres no 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
39 Pasal 13 Perpres no 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
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kelayakan lingkungan hidup berdasarkan keputusan atau 
rekomendasi UKL-UPL. 
Pada pasal 2 Perpres No 122 tahun 2012 tentang reklamasi 
di WP3K menyatakan aturan dikecualikan bagi reklamasi di Derah 
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan 
(DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di 
wilayah perairan terminal khusus lokasi pertambangan, minyak, gas 
bumi; dan kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau 
perbaikan hutan; serta pada kawasan konservasi dan alur laut. 
b.  Izin Pelaksanaan Reklamasi 
Syarat izin Pelaksanaan reklamasi tercantum pada pasal 14, 
pasal 15, dan pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
No. 17 tahun 2013 tentang perizinan relamasi di WP3K. Apabila 
syarat permohonan pada pasal 14 telah terpenuhi, maka 
selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lapangan untuk 
memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan. Kemudian 
menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan izin Pelaksanaan 
Reklamasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak 
ditterimanya permohonan secara lengkap termasuk dierimanya 
pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur.40 
                                                          
40Pasal 15 butir (1) dan (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No/ 17/Permen-
KP/2013 tentang Perizinan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
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Adapun permohonan izin pelaksanaan reklamasi wajib 
dilengkapi dengan Izin lokasi, rencana  induk reklamasi, izin 
lingkungan, dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial, 
dokumen rancangan detail reklamasi, metoda dan jadwal 
pelaksanaan reklamasi, dan bukti kepemilikan dan/atau 
penguasaan lahan. 
Yang paling penting dari pelaksanaan reklamasi, sebelum izin 
lokasi ataupun izin lingkungan diberikan, Pemerintah Kota wajib 
memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan 
masyarakat, Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan 
memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan 
masyarakat, memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai, 
memperhatikan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, 
pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya, 
memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada masyarakat 
sekitar yang terkena dampak reklamasi, merelokasi pemukiman 
yang berada pada lokasi reklamasi juga memberdayakan 
masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi. Hal tersebut di 
atas harus dipertimbangkan sesuai dengan aturan yang tertuang 
pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia nomor 17/PERMEN-KP/2013. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Di dalam penyusunan ini, dipilih lokasi yaitu Kota Makassar. Alasan 
dipilihnya lokasi ini karena Kota Makassar merupakan salah satu 
kota besar di Indonesia yang beberapa wilayah pantainya telah di 
reklamasi. 
B. Metode Pengumpulan Data  
Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini 
maka digunakan pengumpulan data sebagai berikut :  
1. Studi Pustaka (Library Research) Merupakan pengumpulan 
data dimana penulis dapat mengkaji literatur-literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang diangkat guna memperoleh 
kerangka teori sebagai bahan masukan dalam masalah.     
2. Penelitian Lapangan (Field Research)  
3. Wawancara (Interview) merupakan bentuk pengumpulan data 
yang dilakukan penulis berupa suatu tanya jawab langsung 
dengan Pemerintah Kota Makassar, Dintas Tata Ruang dan 
Bangunan Kota Makassar, Lembaga Bantuan Hukum, dan 
praktisi hukum. 
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C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data : 
Berdasarkan perolehannya, penulis membagi dua jenis data: 
a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil 
wawancara pihak responden.  
b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan 
mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian 
berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, 
dan data yang lainnya.  
2. Sumber Data  
Untuk membahas masalah ini penulis menggunakan sumber data 
sebagai berikut :  
a. Narasumber dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive 
yang terdiri dari :  
1) Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar   
2) Pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.  
3) Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota 
Makassar   
4) Pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar   
5) Praktisi hukum 
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b. Dokumen berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, 
aturan operasional, dan data yang lainnya yang berkaitan 
dengan penelitian penulis.  
3. Metode Analisis  
Untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan, data-data yang 
diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder, 
kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
dan pendekatan kuantitatif yang selanjutnya di deskripsikan. 
Pendekatan kualitatif yaitu data yang bersifat keterangan dan 
pendekatan kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka 
yang dipaparkan dalam bilangan dan distribusi frekuensi.    
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Realitas Permasalahan yang Muncul Pada Saat Sebelum dan 
Setelah Diterbitkannya Izin Reklamasi Pantai di Kota Makassar 
 Kota Makassar merupakan kota yang sedang melakukan 
kegiatan reklamasi pantai dan laut. Tentunya yang menjadi dasar 
kemandirian pemerintah kota Makassar dalam mengelola 
daerahnya sendiri yaitu berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota 
Makassar mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
daerahnya yang diberikan oleh undang-undang kearah yang lebih 
baik. Kewenangan untuk mengurus daerah sendiri berdasarkan 
konsep otonomi daerah tentunya tidak boleh bertentangan dengan 
regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Salah satu 
kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini yaitu pelaksanaan 
kegiatan reklamasi pantai dan laut. Hal ini diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 
 Landasan yuridis yang digunakan Pemerintah Kota 
Makassar dalam melakukan kegiatan reklamasi selain Peraturan 
Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 
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Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 
2015-2030). Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 12 huruf m angka (5), 
yaitu mempercepat kegiatan penataan kembali bentuk pesisir 
pantai kawasan tanah tumbuh dan sekitarnya dengan jalan 
mereklamasi kawasan sekitar tanah tumbuh dari deposit pasir hasil 
sendimentasi alam berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan sebagai 
usaha untuk memenuhi kebutuhan Mitigasi pantai tanah tumbuh 
dan Pantai Losari dan memanfaatkan ruang hasil reklamasi secara 
terencana dan produktif sesuai dengan fungsi utama kawasan. 
Kemudian juga diatur dalam Pasal 17 angka (12) Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Makassar tahun 2015-2030 bahwa misi kawasan global terpadu 
adalah mewujudkan kawasan Tanjung Bunga sebagai kawasan 
bisnis dengan standar internasional melalui pembangunan dan 
pengembangan kawasan Centerpoint of Indonesia sebagai 
penengarah baru kota dengan Wisma Negaranya, mewujudkan 
kegiatan mitigasi pantai sebagai kebutuhan lingkungan yang 
mendesak, mengembangkan fungsi kawasan hanya pada fungsi 
bisnis yang berskala global, serta memperjelas status tanah untuk 
mempersiapkan atmosfir investasi berdaya tarik tinggi. 
 Namun pada dasarnya pelaksanaan perizinan reklamasi 
pantai di Kota Makassar harus berdasar pada peraturan walikota 
sebagaimana diperintahkan pada Pasal 21 Peraturan Presiden 
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Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan 
reklamasi diatur oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya. Begitu pula dijelaskan pada Pasal 16 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/Permen-
KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil bahwa tata cara penerbitan Izin Lokasi dan Izin 
Pelaksanaan Reklamasi yang menjadi kewenangan gubernur dan 
bupati/walikota diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur dan 
bupati/walikota dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.  
 Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini  telah membentuk 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2030 (selanjutnya disebut 
RTRW kota Makassar).  Dengan memiliki Peraturan Daerah 
mengenai hal tersebut, Pemerintah Kota memiliki dasar hukum 
yang dapat dijadikan acuan terkait pelaksanaan reklamasi pantai di 
Kota Makassar, namun belum memiliki Peraturan Walikota, 
Sehingga dalam membagi kewenangan atas pelaksanaan perizinan 
reklamasi, Pemerintah Kota Makassar kembali mengacu pada 
Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang 
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa 
pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan 
melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin 
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pelaksanaan reklamasi. Perolehan izin lokasi dan izin pelaksanaan 
reklamasi diatur lebih lanjut pada pasal 16 yang berbunyi: 
(1) Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan 
reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang 
wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.  
(2) Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan 
reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, 
kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di 
pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah.  
(3) Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi 
pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan 
reklamasi lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/ 
walikota dan gubernur.  
(4) Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan 
izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan 
kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan 
perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
 
 Sebelum reklamasi dilaksanakan, diperlukan beberapa izin 
yang perlu dikeluarkan oleh pejabat ataupun instansi yang 
berwenang memberi izin sesuai dengan aturan yang berlaku, 
namun sebelum pemberian izin dilakukan, dalam permasalahan 
terkait reklamasi pemerintah perlu terlebih dahulu memikirkan 
Analisis dampak lingkungan yang mampu diakibatkan oleh proyek 
reklamasi, perlu kajian yang lebih mendalam mengenai besarnya 
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dampak-dampak reklamasi karena pelaksanaannya mensyaratkan 
dampak positif yang harus lebih besar dibanding dampak negatif. 
 Dampak negatif pelaksanaan reklamasi sangat berpengaruh 
pada lingkungan  pada kehancuran ekosistem yakni dapat berupa 
hilangnya keanekaragaman hayati, Keanekaragaman hayati yang 
diperkirakan bisa punah akibat proyek reklamasi  antara lain berupa 
punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, burung dan berbagai 
keanekaragaman hayati lainnya. Selain itu, proyek reklamasi pantai 
dapat meningkatkan potensi banjir. Hal itu dikarenakan proyek 
reklamasi dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran 
air (hidrologi) di kawasan reklamasi tersebut. Perubahan itu antara 
lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola 
pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai dan merusak 
kawasan tata air. Potensi banjir akibat proyek reklamasi akan 
semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka 
air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. 
 Selain itu yang harus diperhatikan adalah dampak reklamasi 
terhadap keberlanjutan dan penghidupan masyarakat, sesuai 
dengan perintah pasal 30 Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan RI nomor 17/PERMEN-KP/2013 yang berbunyi: 
(1) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan 
memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan 
masyarakat.  
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(2) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:  
a.   memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;  
b.  mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai 
nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan 
perikanan lainnya;  
c. memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada 
masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;  
d. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada 
pada lokasi reklamasi; dan  
e. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena 
dampak reklamasi. 
 
 Yang diatur lebih lanjut pada pasal 30 sampai pasal 35 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-
KP/2013. Berdasarkan keterangan hasil wawancara bersama Titi S. 
Slamet pada tanggal 23 Desember 2016 di ruang kerjanya, 
mengatakan bahwa secara sosial rencana reklamasi pantai 
dipastikan juga dapat menyebabkan nelayan tradisional tergusur 
dari sumber-sumber kehidupannya. Penggusuran itu dilakukan 
karena kawasan komersial yang akan dibangun mensyaratkan 
pantai sekitarnya bersih dari berbagai fasilitas penangkapan ikan 
milik nelayan.41  Hal seperti ini tentunya merugikan masyarakat 
sekitar wilayah pesisir sehingga perhatian Pemerintah terhadap 
dampak negatif reklamasi sangat diperlukan.  
                                                          
41Titi S Slamet, Praktisi Hukum / Advokat, Wawancara di ruang kerjanya, tanggal 25 Desember 
2016 
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 Salah satu contoh reklamasi pantai di kota Makassar adalah 
reklamasi untuk pembangunan Swiss Belhotel, dimana PT. Bumi 
Anugerah Sakti (BAS) membangun Hotel Swiss bell-inn 
berdasarkan perjanjian No. 18/A2.101/161/P/Mks-86, kemudian 
dilanjutkan perjanjian oleh Soedirdjo Aliman alias Jentang selaku 
pimpinan PT. BAS, dengan nomor.18.101/72/MS-91 tanggal 26 
November 1991 selama 3 tahun yang kemudian diterbitkan 
sertifikat HBG (Hak Guna Bangunan) No. 463/Bulogading dan 
464/Bulogading tanggal 11 Maret 1995 atas nama Sherly Puji, 
sampai tanggal 1 Maret 2015.42 
 Hotel Swiss Bell ini terletak di belakang Zona Cafe, di 
samping Markas Polair Polda Sulselbar, Jalan Ujung Pandang, 
Makassar. Selain itu, wilayah pembangunan Hotel Swiss Bell 
merupakan bagian dari Daerah Lingkungan Kerja (selanjutnya akan 
disebut DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (selanjutnya 
akan disebut DLKp) Pelabuhan Soekarno-Hatta yang dikelola PT 
Pelindo IV. Di dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Pelayaran dijelaskan bahwa, Daerah Lingkungan Kerja 
(DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau 
terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan 
pelabuhan. Sedangkan, Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) 
                                                          
42 Kahar, Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, 
Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum. Makassar. 2016. Halaman 257. 
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adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan 
pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan 
pelayaran. DLKr meliputi wilayah daratan dan perairan, sementara 
DLKp hanya meliputi wilayah perairan. Jadi selama pembangunan 
tersebut berada di dalam DLKr dan DLKp, Pelindo berdasarkan PP 
20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan dan UU No. 17 tahun 
2008 tentang Pelayaran, masih berwenang dan berhak 
mengelolanya. Dengan demikian, keabsahan pengelolaan dan 
kewenangan pelabuhan dalam konteks Daerah Lingkungan 
Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan tetap 
menjadi kewenangan Pelindo, bila ada Pemerintahan Daerah atau 
Pemerintahan Provinsi yang ingin terlibat mengelola pelabuhan 
harus tetap melibatkan Pelindo IV. 
  Pembangunan Hotel Swiss Bell ini berada di pinggir laut 
sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan reklamasi, namun 
sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-
KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil bahwa Izin Lokasi Reklamasi dan Izin 
Pelaksanaan Reklamasi dikecualikan bagi reklamasi di Daerah 
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan 
(DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di 
wilayah perairan terminal khusus. Sehingga apabila ada pemberian 
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izin kepada Hotel Swissbell maka hal tersebut bertentangan 
dengan aturan tersebut diatas. Namun realitas yang terjadi 
sekarang, Hotel Swiss Bell tetap berdiri tanpa halangan. 
 Reklamasi ini mengakibatkan adanya perubahan wajah kota 
pada daerah pesisir pantai. Pertumbuhan dan perkembangan Kota 
Makassar menjadi lebih condong ke arah pantai/laut sehingga 
Kawasan tersebut lebih terbuka dan menjadi salah satu bagian 
depan kota yang berorientasi ke laut. Hal ini menyebabkan aktivitas 
masyarakat banyak terserap pada kawasan tersebut, baik untuk 
menikmati keindahan pantai ataupun dimanfaatkan oleh sektor 
informal untuk mencari nafkah. Kondisi seperti yang disebutkan di 
atas membawa pengaruh terhadap keberadaan ruang publik di 
Kawasan tersebut. Pengembangan wilayah reklamasi di sekitar 
kawasan Pesisir Kota makassar memperlihatkan gejala mulai 
hilangnya ruang publik yang ada.  
 Akses masyarakat terhadap view pantai dan pesisirnya mulai 
berkurang seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan 
di wilayah tersebut terlebih dengan adanya pembangunan swiss 
bell hotel, dampak reklamasi di pesisir pantai Kawasan Kota 
Makassar selain berdampak berkurangnya aksesibilitas ruang 
publik, ketidak berlanjutan fungsi ruang publik, terciptanya pola 
penataan ruang publik yang tidak memberikan keleluasaan akses 
bagi masyarakat dan munculnya pola penguasaan ruang publik 
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yang tertutup dan berkesan private-domain, selain itu juga 
reklamasi tersebut dapat menjadi ancaman bagi ekosistem.  
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 3 
Januari 2017 oleh Agustinus Bangun sebagai praktisi hukum 
(Penasehat Hukum PT. Gowa Makassar Tourism Development 
Tbk) menyatakan bahwa strategi pengelolaan ruang publik di 
Kawasan Pesisir Kota Makassar akibat dampak reklamasi 
dilakukan dengan pendekatan yaitu, (i) teknis, berupa peralihan 
fungsi ruang publik, penataan koridor pesisir pantai akibat 
reklamasi dan penataan alokasi ruang bagi sektor informal, (ii) 
regulasi, berupa penerapan kebijakan pemanfaatan ruang publik 
dan penerapan sanksi yang tegas, (iii) kemitraan pemerintah, 
swasta dan masyarakat, berupa peningkatan peran seluruh 
stakeholders dan penerapan kebijakan insentif - disinsentif.43 
 Reklamasi pantai yang dilaksanakan di kota Makassar dan 
berlangsung sampai sekarang telah berdampak negatif langsung 
terhadap nelayan yang wilayah usahanya pada laut dangkal 
maupun nelayan yang bermukim di pulau sekitar kota Makassar. 
 Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 
2016 bersama bapak Amiruddin DG Tiro selaku tokoh masyarakat 
yang mengetahui, mengatakan bahwa dampak yang dirasakan oleh 
nelayan laut dangkal hilangnya beberapa jenis ikan tangkapan. 
                                                          
43 Agustinus Bangun, Praktisi Hukum, Wawancara pada tanggal 03 Januari 2017 
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Semakin jauhnya wilayah tangkapan, terumbu karang 
tersedimentasi oleh lumpur, dan usaha menangkap ikan dengan 
bubu tidak dapat dilakukan lagi. Akibat dari hal tersebut 
menurunkan hasil tangkap nelayan yang akhirnya berdampak 
terhadap kesejahteraan nelayan. Seharusnya, pemerintah kota 
Makassar harus menyadari  bahwa reklamasi Kota Makassar bukan 
hanya sekadar mengeruk, kemudian memunculkan daratan baru 
atau untuk kepentingan komersial semata seperti pembangunan 
Swiss Bell Hotel. Tapi Lebih dari itu, yang harus dipikirkan 
bagaimana dampak ekologis kawasan pantai dengan reklamasi 
tersebut dan jaminan keberlangsungan hidup bagi masyarakat 
nelayan terlebih yang bermukim di pulau-pulau yang terkena 
dampak reklamasi.44 
 Reklamasi pantai yang dilakukan sebagai aktivitas proyek 
pembangunan Swiss Bell Hotel, saat ini telah menyebabkan batu-
batu karang yang biasanya terlihat di pinggir pantai pun sudah tidak 
tampak lagi dan sampai saat ini yang terlihat hanyalah tumpukan 
tanah serta sampah-sampah hasil reklamasi, yang sebahagiannya 
telah diratakan. Namun, dengan realitas yang terjadi sekarang, 
pemerintah kota dan semua instansi terkait seperti menutup mata 
atas kondisi pantai di kota makassar serta pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait pelaksanaan 
                                                          
44Amiruddin DG Tiro, Tokoh Masyarakat / Korban Reklamasi Pantai, Wawancara tanggal 27 
Desember 2016 
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reklamasi dan malah yang aktif menyuarakan hak dan kepentingan 
rakyat justru LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) contohnya 
seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dan LBH (Lembaga 
Bantuan Hukum). 
 Melalui wawancara dengan Haswandy Andi Mas selaku 
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar di sekretariat 
LBH pada tanggal 2 Februari 2017 mengatakan bahwa dampak- 
dampak negatif terhadap lingkungan akibat reklamasi yang 
dilakukan hotel swissbell sangatlah jelas contohnya seperti 
berkurang public space atau ruang publik, flora-fauna pesisir, dan 
sulitnya nelayan mencari ikan atau mencari ikan harus lebih jauh. 
Selain itu lokasi swissbell hotel ini berada pada Daerah Lingkungan 
Kepentingan (DLKp) pelindo IV,  padahal untuk melakukan 
reklamasi terdapat syarat-syarat yag perlu dipenuhi salah satunya 
izin lokasi, izin lokasi ini hanya bisa diterbitkan apabila izin 
lingkungan telah terpenuhi.45 
 Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang 
yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal atau 
UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau 
kegiatan. Sedangkan, Swiss Bell hotel berada pada DLKp pelindo 
IV, hal ini tentu membahayakan mengingat Daerah Lingkungan 
                                                          
45 Haswandy Andi Mas, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, wawancara tanggal 2 
Februari 2017 
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Kepentingan pelabuhan digunakan untuk kegiatan seperti 
keperluan keadaan darurat seperti kapal terbakar atau kapal bocor, 
penempatan kapal mati, perairan untuk percobaan kapal berlayar, 
serta fasilitas perbaikan atau pemeliharaan kapal sehingga untuk 
memperoleh izin lingkungan itu seharusnya sulit namun Swiss Bell 
hotel tetap dibangun tanpa hambatan. 
 Terhadap proyek reklamasi Pantai Kota Makassar, 
diperlukan kebesaran hati dari pengambil kebijakan untuk 
mengevaluasi pelaksanaan proyek ini sembari membuka ruang 
dialog dengan berbagai pihak, DPRD, Perguruan Tinggi, LSM, 
serta masyarakat, untuk duduk bersama guna menimbang untung-
rugi proyek ini, apabila benar menguntungkan dan dilaksanakan 
dengan komitmen dan kesungguhan maka kegiatan ini perlu 
diteruskan. Sebaliknya bila merugikan maka harus dihentikan. 
 Contoh lain hasil reklamasi adalah Centre Point Of 
Indonesia, Dalam surat tertanggal 29 Maret 2016 yang 
ditandatangani oleh Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur 
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Kelautan dan 
Perikanan, dijelaskan tentang posisi Centre Point Of Indonesia 
sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, rencana 
pengembangan Centre Point Of Indonesia di wilayah peisisir 
Makassar berada dalam Kawasan Mamminasata, yaitu Makassar, 
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Maros, Sungguminasa, Takalar, termasuk dalam KSN, 
sebagaimana diatur dalam PP No.26 tahun 2008 tentang RTRW 
Nasional dan  Kawasan Strategis Provinsi Sulsel, berdasarkan 
Perda No.9 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Sulawesi Selatan. Surat tersebut juga menjelaskan kronologi 
permohonan rekomendasi reklamasi tersebut, dimana pada 23 
September 2013, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pernah 
menyampaikan Surat No 503/5361/TARKIM kepada Menteri KKP 
perihal Permohonan Rekomendasi Izin Lokasi Centre Point of 
Indonesia Makassar. Menindaklanjuti surat tersebut, KKP sudah 
menyampaikan surat tanggapan melalui surat bernomor 
B.682/MEN-KP/X/2013 tanggal 31 Oktober kepada Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan yang berisi antara lain penjelasan 
mengenai status wilayah Centre Point of Indonesia Makassar, dan 
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden No 122 tahun 2012 
tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 
harus dipenuhi untuk rencana reklamasi Centre Point of Indonesia 
Makassar. “Kami informasikan bahwa surat tanggapan tersebut 
bukan surat izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. Hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan 
belum pernah mengeluarkan izin lokasi dan izin pelaksanaan untuk 
kawasan Centre Point of Indonesia Makassar.” Dalam surat 
Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 31 Oktober 2013, 
51 
 
yang selama ini dijadikan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan 
sebagai alas reklamasi, memang hanya berisi arahan dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang bagaimana 
seharusnya reklamasi itu dilakukan dengan tetap mengacu pada 
aturan perundang-undangan yang berlaku. “Kementerian Kelautan 
dan Perikanan pada prinsipnya mendukung rencana reklamasi 
kawasan Centre Point Of Indonesia namun demikian agar 
perencanaan dan pelaksanaan mengikuti peraturan perundang-
undngan yang berlaku,” isi surat yang ditandatangani Sharif 
C.Sutardjo, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan ketika itu. 
Aturan perudang-undangan yang dimaksud adalah Pepres No.122 
tahun 2012 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa penentuan 
lokasi rekamasi berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil Provinsi, Kabupaten/Kota dana tau RTRW 
Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota. Kementerian Kelautan dan 
Perikanan selanjutnya menyarankan agar Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan segera menyusun Perda Zonasi sebagai 
landasan hokum pelaksanaan reklamasi tersebut, mencakup 
wilayah pesisir (0 -12 mil) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulsel. 
Saran yang sama juga ditujukan pada Pemkot Makassar. 
Selanjutnya isi surat itu menegaskan bahwa mengingat lokasi 
reklamasi merupakan wilayah DLKr dan DLKp yang memiliki 
potensi sumber daya pesisir, hendaknya reklamasi tersebut 
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menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan 
penghidupan masyarakat serta keseimbangan antara kepentingan 
pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan 
peisisir dan pulau-pulau kecil. surat klarifikasi dari Kementerian 
Kelautan dan Perikanan itu telah menjawab polemik selama ini 
perihal ada tidaknya izin rekomendasi dan izin prinsip pelaksanaan 
reklamasi kepada provinsi dari Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. “Kalau dilihat dari keempat poin yang disampaikan 
dalam surat tersebut terbaca dengan jelas bahwa Kementerian 
Kelautan dan Perikanan selama ini memang belum pernah 
memberikan rekomendasi apalagi izin reklamasi. Surat 
Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut hanyalah tanggapan 
atas permohonan rekomendasi dan jawaban surat itu tegas bahwa 
untuk melanjutkan reklamasi ini Pemprov harus membuat 
Peraturan Daerah tentang Zonasi terlebih dahulu. Perda ini yang 
belum ada sampai sekarang. 
 Dengan kata lain Pemerintah Kota Makassar dituntut untuk 
dapat berkomunikasi, berkonsultasi dan bernegosiasi dengan 
publik. Hanya dengan jalan ini maka pembangunan yang 
dilaksanakan akan benar-benar dapat diterima semua pihak dan 
memberikan keuntungan bagi lingkungan hidup dan masyarakat 
Pesisir Kota Makassar. Di satu sisi reklamasi mempunyai dampak 
positif sebagai daerah pemekaran kawasan dari lahan yang semula 
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tidak berguna menjadi daerah bernilai ekonomis tinggi. Disisi lain 
jika tidak diperhitungkan dengan matang dapat berdampak negatif 
terhadap lingkungan. Di sinilah diperlukan kepedulian dan kerja 
sama sinergis dari semua komponen stakeholders.  
 Reklamasi ditinjau dari sudut pengelolaan daerah pantai, 
harus diarahkan pada tujuan utama pemenuhan kebutuhan lahan 
baru karena kurangnya ketersediaan lahan darat. Usaha reklamasi 
janganlah semata-mata ditujukan untuk mendapatkan lahan 
dengan tujuan komersial belaka. Reklamasi di sekitar kawasan 
pantai dan di lepas pantai dapat dilaksanakan dengan terlebih 
dahulu diperhitungkan kelayakannya terhadap seberapa besar 
kerusakan lingkungan yang diakibatkannya melalui Analisis 
Dampak Lingkungan. Dengan kerja sama yang sinergis antara 
Pemerintah dan jajarannya, DPRD, Perguruan Tinggi, LSM, serta 
masyarakat maka keputusan yang manis dan melegakan dapat 
diambil. Jika memang berdampak positif maka reklamasi dapat 
dilaksanakan, namun sebaliknya jika negatif tidak perlu 
direncanakan. 
 Dari semua itu, yang lebih penting adalah adanya perubahan 
perilaku dari masyarakat dan Pemerintah. Pelaksanaan aturan 
hukum harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang 
terkait. Berbagai biaya sosial dan lingkungan hidup itu seharusnya 
juga diperhitungkan dalam perencanaan reklamasi. Namun, 
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sayangnya terdapat paradigma yang memosisikan suatu kota 
sebagai kota multifungsi, dimana diharapkan mampu 
mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan warganya. Padahal paradigma itu telah terbukti 
gagal total dalam implementasinya di lapangan. Berbagai 
permasalahan sosial dan lingkungan hidup dapat timbul dan sulit 
dipecahkan di daerah reklamasi saat ini justru disebabkan oleh 
paradigma tersebut. 
Perencanaan reklamasi sudah seharusnya diselaraskan dengan 
rencana tata ruang kota. Tata ruang kota yang baru, nantinya harus 
memerhatikan kemampuan daya dukung sosial dan ekologi bagi 
pengembangan Kota. Daya dukung sosial dan ekologi tidak dapat 
secara terus-menerus dipaksakan untuk mempertahankan kota 
sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik. Fungsi kota sebagai 
pusat perdagangan, jasa dan industri harus secara bertahap 
dipisahkan dari fungsi kota ini sebagai pusat pemerintahan. 
 Proyek reklamasi di sekitar kawasan pantai seharusnya 
terlebih dahulu diperhitungkan kelayakannya secara transparan 
dan ilmiah melalui sebuah kajian tekhnis terhadap seberapa besar 
kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya lalu disampaikan 
secara terbuka kepada publik. Penting diingat reklamasi adalah 
bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap 
keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam 
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keadaan seimbang dan dinamis, hal ini tentunya akan melahirkan 
perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi, 
sedimentasi pantai, serta kerusakan biota laut dan sebagainya. 
Sebuah ekosistem pantai yang sudah lama terbentuk dan 
tertata sebagaimana mestinya dapat hancur atau hilang akibat 
adanya reklamasi. Akibatnya adalah kerusakan wilayah pantai dan 
laut yang pada akhirnya akan berimbas pada ekonomi nelayan. 
Matinya biota laut dapat membuat ikan yang dulunya mempunyai 
sumber pangan menjadi lebih sedikit sehingga ikan tersebut akan 
melakukan migrasi ke daerah lain atau kearah laut yang lebih 
dalam, hal ini tentu saja akan mempengaruhi pendapatan para 
nelayan setempat. 
Bukan itu saja, sudah mejadi hukum alam, kegiatan 
mereklamasi pantai akan menyebabkan penaikan masa air dan 
memicu terjadinya abrasi yang secara perlahan-lahan akan 
menggeser dan menenggelamkan kawasan sepanjang pantai 
bukan hanya di kawasan dimana reklamasi itu dilakukan, namun 
juga dikawasan lain yang dalam satu kesatuan ekosistim 
alamiahnya, saat ini di beberapa kawasan, air pasang yang naik 
bahkan telah memasuki kawasan pemukiman. 
Selain problem lingkungan dan sosial ekonomi, maka 
permasalahan yuridis juga perlu mendapatkan perhatian. Kajian 
terhadap landasan hukum rencana reklamasi, pelaksanaan, serta 
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peruntukannya perlu dipertimbangkan. Ada banyak produk hukum 
yang mengatur tentang reklamasi mulai dari Undang-undang, 
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan menteri 
hingga Peraturan Daerah, yang menjadi persoalan adalah 
konsistensi penerapan dan penegakan aturan.  
 
 
B. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan 
Reklamasi Pantai di Kota Makassar 
 Mengenai kegiatan reklamasi pantai, pengawasan harus 
dilakukan karena pengawasan merupakan proses pengamatan 
pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 
agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang 
telah ditentukan. Pengawasan merupakan suatu hal yang tidak 
boleh dikesampingkan oleh pemerintah yang telah mengeluarkan 
izin-izin terkait kegiatan reklamasi sesuai dengan kewenangannya. 
Hal yang paling diutamakan pelaksanaan pengawasan perizinan 
reklamasi pantai difokuskan pada dampak lingkungan yang akan 
ditimbulkan.  
Setiap izin menyangkut reklamasi memerlukan pengawasan 
yang ketat oleh pejabat atau instansi yang mengeluarkan izin 
tersebut. Perlu adanya kesesuaian antara izin yang dikeluarkan 
dengan fakta yang terjadi dilapangan. Apakah lokasi yang 
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direklamasi telah sesuai dengan lokasi yang tertera dalam izin yang 
telah dikeluarkan dimana lokasi tersebut berada dalam rencana 
tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Kemudian apakah dalam 
pelaksaan reklamasi ini, pihak investor dalam melaksanakan 
kegiatannya tetap memerhatikan dampak lingkungan yang akan 
ditimbulkan oleh kegiatan tesebut. Tentunya pengawasan terhadap 
perencanaan dan pelaksanaan reklamasi ini harus dilakukan 
secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan 
kewenangannya.  
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umar selaku 
Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar 
mengatakan bahwa:  
“Pengawasan terkait reklamasi pantai dilakukan dengan 2 (dua) 
cara yaitu: (1) Pengawasan Aktif, pengawasan aktif adalah suatu 
aktivitas pengawasan dimana dalam pelaksanaannya, pengawas 
melakukan pengamatan langsung di lapangan. Pengawasan dalam 
hal ini dapat melakukan suatu penelitian langsung untuk 
mengetahui apakah semua tahap pelaksanaan telah dilaksanakan 
sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. (2) 
Pengawasan Pasif, pengawasan pasif adalah suatu efektivitas 
pengawasan dimana dalam pelaksanaannya, pengawas tidak 
melakukan pengamatan langsung di lapangan. Pengawasan dalam 
hal ini tidak melakukan suatu penelitian langsung, tetapi pengawas 
58 
 
hanya menunggu laporan dari luar dan/atau pihak yang 
bertanggung jawab atas suatu usaha/kegiatan. Jika dalam laporan 
tersebut dilaporkan telah terjadi pelanggaran atas apa yang telah di 
izinkan maka pengawas akan turun kelokasi untuk melihat dan 
meneliti secara langsung sesuai dengan yang dilaporkan.” 
(Wawancara tanggal 12 Januari 2017 pukul 10:00  WITA ).46 
 Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi harus dilakukan 
secara berkelanjutan. Pengawasan yang berkelanjutan sangat 
perlu dilakukan mengingat bahwa tekadang investor yang telah 
mengantongi izin pelaksanaan reklamasi yang diberikan oleh 
pemerintah melakukan pelanggaran-pelanggaran dari pada apa 
yang telah ditentukan dalan ketentuan perizinan tersebut. Misalnya, 
lokasi reklamasi yang berubah atau diperluas dari apa yang telah 
ditentukan bahkan telah melakukan kegiatan pelaksaan reklamasi 
tanpa memperoleh analisis dampak lingkungan dari instansi terkait. 
Tentunya apabila pemerintah dalam hal ini instansi-instansi terkait 
yang mengeluarkan perizinan reklamasi tersebut tidak melakukan 
pengawasan maka akan timbul dampak yang begitu besar akibat 
dari kegiatan tersebut baik dari sisi penataan ruang, lingkungan, 
ekonomi, dan masyarakat. Apabila dihadapkan dengan kondisi 
yang dialami Pemerintah Kota Makassar sekarang ini yang sampai 
saat ini belum memiliki peraturan walikota yang mengatur secara 
                                                          
46Umar, KABAG Hukum dan HAM PemKot Makassar, Wawancara tanggal 12 Januari 2017 
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spesifik mengenai perizinan reklamasi begitupula pengawasan 
akan hal tersebut tentunya pengawasan terkait perizinan reklamasi 
pantai belum bisa dilakukan. Pengawasan perizinan belum bisa 
dilakukan dikarenakan Pemerintah Kota Makassar tidak dapat 
megeluarkan satupun izin terkait reklamasi karena belum memiliki 
dasar hukum yang jelas dan apabila izin-izin tersebut dikeluarkan 
maka dapat dikatakan hal tersebut ilegal. 
 Meskipun pengawasan terhadap perizinan reklamasi pantai 
belum bisa dilaksanakan namun Pemerintah Kota Makassar harus 
tetap mengawasi segala bentuk aktivitas penimbunan laut 
sepanjang garis pantai Kota Makassar karena apabila terjadi 
aktivitas penimbunan laut maka hal tersebut sudah pasti ilegal. 
Segala bentuk aktivitas penimbunan laut yang dilakukan adalah 
bersifat ilegal sebab pemerintah sendiri belum memiliki landasan 
hukum yang kuat untuk mengeluarkan izin-izin untuk melaksanakan 
reklamasi pantai sekalipun ada investor yang mengantongi izin-izin 
terkait reklamasi pantai namun hal tersebut dikatakan ilegal.  
 Dalam  contoh kasus mengenai pengawasan yang dilakukan 
Pemerintah Kota Makassar terhadap investor terkait reklamasi 
pantai yaitu PT. Mariso Indoland. PT Mariso Indoland melakukan 
penimbunan secara ilegal di lahan seluas 30.000 meter persegi di 
depan RS Siloam. PT Mariso Indoland belum mengantongi izin 
prinzip, izin lokasi, izin pelaksanaan dan izin-izin lainnya sedangkan 
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kegiatan penimbunan telah dilakukan. Dari hasil wawancara penulis 
dengan Kasubid Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
Kota Makassar, Bapak Muh. Danibal mengatakan bahwa: 
”Untuk saat ini Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan 
2 (dua) izin Prinsip mengenai reklamasi berdasarkan ketentuan 
yang telah ada kepada PT. GMTD dan PT. Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero). Izin prinsip bukanlah izin untuk melaksanakan reklamasi. 
Izin prinsip hanya sebagai permohonan rekomendasi pemanfaatan 
ruang yang diajukan investor kepada pemerintah. Hal yang keliru 
apabila para investor menjadikan izin prinsip sebagai landasan 
hukum mereka untuk melakukan kegiatan reklamasi sedangkan 
dalam izin prinsip sendiri terdapat beberapa ketentuan yang harus 
dipenuhi oleh pihak investor.” (Wawancara Tanggal 27  Desember 
2016 pukul 11:00).47 
 Dengan demikian bahwa PT. Mariso Indoland belum sama 
sekali mengajukan permohonan reklamasi kepada Pemerintah 
Makassar. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara penulis 
dengan Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran BLHD 
Kota Makassar, Yohaya Sirante mengatakan bahwa:  
 “PT. Mariso Indoland juga belum mengantongi izin 
lingkungan terkait analisis mengenai dampak lingkungan. 
PT.Mariso Indoland belum pernah mengajukan permohonan izin 
                                                          
47Muh Danibal,Kasubid. Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, 
Wawancara pada tanggal 27 Desember 2016. 
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lingkungan kepada Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Badan 
Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).” (Wawancara Tanggal 27 
Desember 2016 pukul 10:00 WITA).48 Dari hasil beberapa 
wawancara di atas sudah jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota 
Makassar telah mengeluarkan izin prinsip yang dimana dasar 
hukum untuk dikeluarkannya izin prinsip tersebut tidak berkekuatan 
hukum artinya yang seharusnya segala bentuk perizinan rekmalasi 
pantai harus berdasar pada peraturan walikota terkait perizinan 
reklamasi pantai. Begitu pula dengan izin lingkungan maka 
seharusnya mekanisme untuk memperoleh izin lingkungan harus 
diatur dalam peraturan walikota terkait perizinan reklamasi pantai 
karena dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan hanya diatur secara umum.  
 Segala bentuk aktivitas penimbunan laut yang dilakukan 
oleh beberapa investor harus diawasi secara ketat sebab segala 
bentuk aktivitas tersebut harus mengantongi izin sesuai dengan 
peraturan walikota yang diperintahkan dalam Pasal 21 Perpres 
Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan 
Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan 
Rekalamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
                                                          
48 Yohaya Sirante, Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran BLHD Kota Makassar, 
Wawancara pada tanggal 27 Desember 2016. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Karena Pemerintah Kota makassar belum memiliki 
Peraturan Walikota terkait perizinan reklamasi, maka 
Pemerintah Kota harus mengacu pada Menteri Kelautan dan 
Perikanan RI Nomor 28/Permen-KP/2014 tentang Perizinan 
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013. Sebelum pemberian izin 
terkait pelaksanaan reklamasi, aturan-aturan tersebut diatas 
mensyaratkan banyak hal, salah satu unsur yang terpenting 
ialah izin analisis dampak lingkungan,  dalam permasalahan 
terkait reklamasi tersebut seharusnya pemerintah terlebih 
dahulu memikirkan dampak lingkungan hidup akibat proyek 
reklamasi itu sendiri. Karena pelaksanaan reklamasi dapat 
berdampak negatif pada lingkungan sekitarnya seperti 
kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman 
hayati. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan 
punah akibat proyek reklamasi itu antara lain berupa 
punahnya spesies terumbu karang, ikan, kerang, kepiting 
dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya. Proyek 
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reklamasi di sekitar kawasan pantai seharusnya terlebih 
dahulu diperhitungkan kelayakannya dan seberapa besar 
kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya secara 
transparan dengan cara disampaikan secara terbuka kepada 
publik. 
2. Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi harus 
dilakukan secara berkelanjutan. Kurang ketatnya 
pengawasan terhadap kegiatan reklamasi ini Pengawasan 
yang berkelanjutan sangat perlu dilakukan mengingat bahwa 
tekadang investor yang telah mengantongi izin pelaksanaan 
reklamasi yang diberikan oleh pemerintah melakukan 
pelanggaran-pelanggaran dari pada apa yang telah 
ditentukan dalam ketentuan perizinan tersebut. Hal yang 
tersebut di atas terjadi di Kota Makassar, contohnya seperti 
Hotel Swiss Bell yang berlokasi di Jalan Ujung Pandang 
meski tidak memiliki izin lokasi reklamasi dan izin 
pelaksanaan reklamasi karena tidak memenuhi izin analisis 
dampak lingkungan juga berada pada Daerah lingkungan 
kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelindo IV tetap 
saja dapat terbangun tanpa hambatan, contoh lain 
pelanggaran yang dilakukan terkait kegiatan reklamasi di 
Kota Makassar yakni wilayah Centre Point of Indonesia yang 
berada pada Kawasan strategis nasional juga tidak 
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memperoleh analisis dampak lingkungan dari instansi terkait 
sehingga apabila izin pelaksanaan reklamasi diterbitkan 
maka kegiatan reklamasi tersebut sudah pasti bertentangan 
dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila 
pemerintah dalam hal ini instansi-instansi terkait yang 
mengeluarkan perizinan reklamasi tersebut tidak melakukan 
pengawasan maka akan timbul dampak yang begitu besar 
akibat dari kegiatan tersebut baik dari sisi penataan ruang, 
lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. 
 
B. Saran 
1. Proyek reklamasi di sekitar kawasan pantai 
seharusnya terlebih dahulu diperhitungkan kelayakannya 
melalui Analisis dampak lingkungan atas seberapa besar 
kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya lalu 
disampaikan secara terbuka kepada publik, dan seharusnya 
terhadap proyek reklamasi Pantai Kota Makassar, diperlukan 
kebesaran hati dari pengambil kebijakan untuk 
mengevaluasi pelaksanaan proyek ini sembari membuka 
ruang dialog dengan berbagai pihak seperti  Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, serta masyarakat, untuk duduk 
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bersama guna menimbang untung-rugi proyek ini, apabila 
benar menguntungkan dan dilaksanakan dengan komitmen 
dan kesungguhan maka kegiatan reklamasi tersebut dapat 
diteruskan. Sebaliknya bila merugikan maka aktifitas ini 
harus dihentikan. Penting diingat bahwa reklamasi adalah 
bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap 
keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam 
keadaan seimbang dan dinamis, hal ini tentunya dapat 
melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola 
arus, erosi, sedimentasi pantai, serta kerusakan biota laut 
dan sebagainya.  
Pejabat maupun instansi terkait yang berwenang 
dalam memberi izin juga seharusnya selalu mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait 
pelaksanaan reklamasi, namun meski aturan mengenai 
perizinan dan pelaksanaan reklamasi telah jelas namun 
realitas yang terjadi di Kota Makassar, banyak pelaksanaan 
reklamasi yang belum memenuhi syarat yang telah diatur 
oleh aturan perundang-undangan tetap berjalan meski 
belum mengantongi izin lokasi dan izin pelaksanaan 
reklamasi ataupun melaksanakan kegiatan reklamasi 
padahal hanya memiliki izin prinsip ataupun izin 
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pengelolaan saja. Selain itu diperlukan pengawasan yang 
lebih ketat agar   
2. Pengawasan terkait reklamasi pantai dilakukan 
dengan 2 (dua) cara yaitu: 
1) Pengawasan Aktif, pengawasan aktif adalah suatu 
aktivitas pengawasan dimana dalam pelaksanaannya, 
pengawas melakukan pengamatan langsung di 
lapangan. Pengawasan dalam hal ini dapat melakukan 
suatu penelitian langsung untuk mengetahui apakah 
semua tahap pelaksanaan telah dilaksanakan sesuai 
dengan yang ditentukan oleh undang-undang. 
2) Pengawasan Pasif, pengawasan pasif adalah suatu 
efektivitas pengawasan dimana dalam pelaksanaannya, 
pengawas tidak melakukan pengamatan langsung di 
lapangan. Pengawasan dalam hal ini tidak melakukan 
suatu penelitian langsung, tetapi pengawas hanya 
menunggu laporan dari luar dan/atau pihak yang 
bertanggung jawab atas suatu usaha/kegiatan. Jika 
dalam laporan tersebut dilaporkan telah terjadi 
pelanggaran atas apa yang telah diizinkan maka 
pengawas akan turun ke lokasi untuk melihat dan 
meneliti secara langsung sesuai dengan yang dilaporkan. 
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